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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia terutama
di negara berkembang, salah satunya Indonesia yang menyerang semua kelompok umur dan
kalangan. Berdasarkan Global Tuberculosis Report dari Badan Kesehatan Dunia (WHO)
tahun 2023, estimasi kasus TBC baru di Indonesia menempati urutan tertinggi kedua di dunia
sebesar 1.060.000 kasus dengan angka kematian akibat TBC sebesar 134.000 jiwa. Upaya
dan strategi penanggulangan TBC harus dimplementasikan sesuai Peraturan Presiden Nomor
67 Tahun 2021, di antaranya penguatan komitmen pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota, penguatan akses layanan kesehatan serta peningkatan peran komunitas,
mitra, dan multi-sektor lainnya.

Indonesia bertekad untuk mengeliminasi TBC di tahun 2030, yang telah diperkuat oleh
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis di Indonesia. Dalam Perpres 67/2021 tersebut, salah satu strategi untuk
mencapai Eliminasi TBC 2030 yaitu dengan intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka
penanggulangan TBC. Dalam Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis menetapkan target program penanggulangan TBC nasional yaitu eliminasi pada
tahun 2030 dan Indonesia Bebas TBC Tahun 2050. Eliminasi TBC adalah tercapainya jumlah
kasus TBC 65 per 1.000.000 penduduk.

Estimasi penemuan kasus TBC tahun 2023 di Sulawesi Selatan sebanyak 47.075
kasus dan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 27.321 kasus atau 58%, kasus TBC RO
sebanyak 581 dengan enrollment rate sebesar 70% (407 kasus), kasus anak sebanyak 1.595
dan TB HIV sebanyak 468 kasus. Sementara di Kabupaten Wajo estimasi kasus TBC Tahun
2024 di Kabupaten Wajo sebanyak 1.836 kasus dan jumlah yang ditemukan sebanyak 1.164
kasus atau 64,37%, kasus TBC RO sebanyak 18 kasus dengan enroliment rate sebesar 95%
(17 kasus), kasus anak sebanyak 115 orang dan TBC-HIV sebanyak 9 kasus. Pencapaian ini
belum berhasil mencapai target sehingga masih dibutuhkan upaya strategis dan inovatif
sehingga Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Wajo dapat berkontribusi menuju Eliminasi
TBC tahun 2030.

Dalam rangka mencapai target eliminasi TBC, telah disusun berbagai strategi yang
mencakup: penguatan kepemimpinan dalam pelaksanaan program TBC di tingkat
kabupaten/kota, peningkatan akses terhadap layanan TBC yang berkualitas, pengendalian
berbagai faktor risiko, pengembangan kemitraan melalui pembentukan Forum Koordinasi
TBC, peningkatan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan
TBC, serta penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan (health
system strengthening).

Beberapa isu-isu strategis Program Pengendalian TBC antara lain : a) Prevalensi
Tuberkulosis yang tinggi; b) Notifikasi kasus TBC yang ada masih rendah ; ¢) Pendekatan
yang terlalu sentralistis dan masih global; d) Kepemimpinan program yang masih lemah di

semua tingkatan; e) Pendanaan kegiatan Pengendalian Program Tuberkulosis yang



bersumber dari domestik (APBD | dan Il) masih rendah; f) Pendanaan Pengendalian Program
Tuberkulosis masih sangat ketergantungan dengan donor “donor dependence” Q)
Kesempatan/eligibilitas donor yang berkurang (middle income country); h) Aspek manajemen
Program yang masih lemah pada : perencanaan dan evaluasi program, jejaring layanan,
sistem kesehatan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik kualitas dan
kuantitas, Logistik (sfock out/overstock) dan pemanfaatan informasi strategis yang belum
mampu menjawab masalah manajemen.

Menghadapi kemungkinan berakhirnya dukungan pendanaan dari donor internasional
untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian TBC, serta melihat adanya kesenjangan antara
cakupan intervensi dengan jumlah kasus TBC yang sebenarnya terjadi, dan merujuk pada
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis,
Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun untuk memperkuat kapasitas
pemerintah daerah dalam perencanaan strategis dan memperluas peran kemitraan guna

mendukung pencapaian target Eliminasi TBC pada tahun 2030 di Kabupaten Wajo.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029
memiliki maksud dan tujuan yaitu:
a. Maksud
Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC adalah bentuk komitmen
Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC yang memuat dokumen program aksi
daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para
pemangku kepentingan untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Wajo.
b. Tujuan

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait lainnya untuk
meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC di
Kabupaten Wajo;

2. Memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi serta membuat
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi terkait
penanggulangan TBC;

3. Menjadi acuan dalam menurunkan angka prevalensi TBC di Kabupaten Wajo melalui
kegiatan strategis dan inovatif sebagai langkah untuk mencapai eliminasi TBC di tahun
2030,

4. Pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan mitra pembangunan melalui aksi
kolaborasi dalam upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Wajo;

5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program- program yang telah
direncanakan dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan

khususnya penanggulangan TBC.



1.3 Landasan Hukum

Regulasi dan kebijakan yang menjadi peraturan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan

penanggulangan TBC agar penyelenggaraan program dan kegiatannya sesuai aturan dan

norma serta hak asasi penderita TBC, masyarakat maupun petugas kesehatan. Landasan
hukum RAD TBC di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut;

a.
b.

N )]

5 @

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit
Menular

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah,;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis

Permenkes 6/2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan
Tuberkulosis

Surat Keputusan No.1275/VII1/2023 Tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi
Tuberkulosis provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman
Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/305/2014
tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis;

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

1.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

Setiap orang dengan TBC perlu mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, maka
dalam akselerasi percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) harus menjadi dasar
kebijakan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi dalam melaksanakan segala kegiatan
yang dilakukan oleh semua stakeholder sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 67
tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Dalam pembangunan di Kabupaten Wajo, Bupati dan Wakil Buupati memiliki Visi yakni
“Wajo Maradeka” dan salah satu Misi yakni “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat,
cerdas, produktif, dan berkarakter. Salah satu isu strategi daerah dalam pembangunan
adalah Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan.
Syarat pokok pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut
harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (sustainable).
Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit
ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila
dibutuhkan. Dengan demikian pelayanan kesehatan yang berkualitas pada pasien TBC dapat
diakses secara merata. Secara umum kebijakan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD)
penanggulangan TBC di Kabupaten Wajo berfokus pada:

a. Peningkatkan cakupan penemuan kasus atau treatment coverage (TC)

b. Peningkatkan angka memulai pengobatan atau enroliment rate pada kasus TBC

c. Peningkatan angka keberhasilan pengobatan atau freatment success rate (TSR) kasus
TBC yang diobati

d. Penurunan angka kematian kasus TBC yang diobati

e. Adanya komitmen pemerintah dan swasta tentang program TBC dengan DOTS.

f.  Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

g. Mempersiapkan tenaga yang terlatih di semua unit pelayanan kesehatan.

h. Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana termasuk Obat yang

berkesinambungan.

i. Meningkatkan dukungan serta peran serta aktif komunitas dan masyarakat dalam
penemuan dan pengawasan minum obat pada penderita TBC

j- Menyediakan sarana dan prasarana untuk program TBC seperti: pot sputum, obat,

reagen, mantouk test, slide, dll.

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan
bagi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di Kabupaten

Waijo untuk mengintensifkan upaya eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Wajo pada tahun 2030.



BAB I
GAMBARAN UMUM DAN ANALISA SITUASI

A. Gambaran Umum

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten disebelah utara Provinsi Sulawesi
Selatan, yang mempunyai sejarah, budaya dan moral tinggi yang pekerja keras untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat Wajo berusaha seoptimal mungkin untuk
meningkatkan kesejahteraannya dengan mata pencaharian sebagai pedagang, petani, nelayan,
pegawai negeri dan sebagainya.

Kabupaten Wajo dengan ibukotanya sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang
pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3°39’ -
4°16' Lintang Selatan dan 119°53’ - 120°27 bujur Timur.

Dilihat dari potensi lahannya didalam khasanah lontara Wajo diungkapkan sebagai
daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan “"Mangkalungu RibuluE, Massulappe
Ripottanangnge, Mattoddang Ritasi/TapparengE” vyang artinya Kabupaten Wajo
memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari Selatan mulai Kecamatan Tempe ke Utara yang

semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua.

2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan, tegalan pada

wilayah timur, tengah dan barat

3. Danau Tempe yang terletak di Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Maniangpajo, dan Belawa
serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai teluk Bone (sebelah

Timur).

Kabupaten Wajo dengan luas wilayah 2.506,19 km? atau 4,01% dari luas Provinsi
Sulawesi Selatan dan terdiri atas 14 kecamatan. Kecamatan Keera dan Kecamatan Majauleng
dengan luas masing—masing 368,36 km?dan 225,92 km? yang terdapat 143 desa, 47 kelurahan,
Adapun batas— batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap



Berikut adalah Gambar peta Kabupaten Wajo :
Gambar 1.1
Peta Kabupaten Wajo Tahun 2024

PETA KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan diatas permukaan laut (dpl)
dengan perincian sebagai berikut :
e 0 -7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %
e 8 — 25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 %
e 26 — 100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %
e 101 — 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % di atas 500 meter luasnya
hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.

A. KEADAAN PENDUDUK

Masalah utama kependudukan di Indonesia, pada dasarnya meliputi 3 hal penting,
yaitu jumlah penduduk yang besar, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan
(proporsi penduduk berusia muda masih relatif tinggi) dan persebaran penduduk yang

kurang merata.

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Menurut data Disdukcapil Kabupaten Wajo, pada tahun 2024 jumlah
penduduk Kabupaten Wajo sebanyak 400.699 jiwa dengan jumlah penduduk
terbesar berada di Kecamatan Tempe sebanyak 69.090 jiwa. Ibukota Kabupaten
Wajo terletak di Kecamatan Tempe yang mampu mendongkrak jumlah penduduk. Hal
ini dimungkinkan karena tingginya perputaran ekonomi, banyaknya pusat—pusat

pendidikan dan daya tarik kota lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh terjadinya arus



urbanisasi dari kecamatan—kecamatan sekitarnya. Grafik 1.1 memperlihatkan jumlah
penduduk di Kabupaten Wajo tahun 2024 Menurut Kecamatan.
Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Wajo Tahun 2024
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ber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan
tinggi/rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga
mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk
produktif (umur 15-64 tahun) dengan umur penduduk tidak produktif (umur 0-14
tahun dan 65 tahun ke atas).

Gambar 1.3
Piramida Penduduk
di Kabupaten Wajo Tahun 2024
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Wajo (Wajo dalam Angka)



Struktur/komposisi penduduk Kabupaten Wajo menurut umur dan jenis
kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki maupun perempuan mempunyai proporsi
terbesar pada kelompok umur 10 — 14 tahun dengan total sebesar 34.965 jiwa. Rasio
penduduk untuk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) lebih banyak dibanding
kelompok umur usia lanjut (65 Tahun keatas).

Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Wajo dari tahun ketahun
menunjukkan peningkatan, artinya usia harapan hidup makin panjang. Pada tahun
2023 angka harapan hidup Kabupaten Wajo adalah 66,16 tahun, mengalami
peningkatan menjadi 68,10 tahun pada tahun 2024, hal ini juga bisa dilihat
berdasarkan piramida penduduk usia 65 - 69 Tahun lebih banyak dibanding usia 70 —
75+ Tahun. Berikut Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Wajo lima tahun

terakhir.

Gambar 1.4
Angka Harapan Hidup
di Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

Angka Harapan Hidup
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Wajo (Wajo dalam Angka)

. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2024 relatif hampir
stabil pada angka 95,6%, Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki—laki
dan perempuan relatif berimbang. Namun jika diamati menurut kelompok umur,
maka angkanya cukup bervariasi, Secara keseluruhan jumlah penduduk berjenis
kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini terlihat dari angka rasio

jenis kelamin yaitu 95,6%.



hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 1.1
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Wajo Tahun 2024

Jumlah Penduduk
Kelompok .
No. Umur . . Laki-Laki Ras!o
(Tahun) Laki-Laki | Perempuan T Jems_
Kelamin
1 2 3 4 5 6
1 0-4 12.642 11.681 24.323 108,2
2 5-9 16.748 15.827 32.575 105,8
3 10-14 18.041 16.924 34.965 106,6
4 15-19 16.925 15.759 32.684 107,4
5 20-24 16.027 15.376 31.403 104,2
6 25-29 14.185 13.574 27.759 104,5
7 30-34 14.151 13.958 28.109 101,4
8 35-39 14.970 15.342 30.312 97,6
9 40 - 44 14.890 15.317 30.207 97,2
10 45 - 49 12.795 14.452 27.247 88,5
11 50 - 54 12.253 14.106 26.359 86,9
12 55-159 10.515 13.060 23.575 80,5
13 60 — 64 8.322 10.805 19.127 77,0
14 65 — 69 5.360 7.075 12.435 75,8
15 70-74 3.860 4.887 8.747 79,0
16 75+ 4.157 6.715 10.872 61,9
KABUPATEN
WAJO 195.841 204.858 400.699 95,6
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN 45
(DEPENDENCY RATIO)

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Wajo (Wajo dalam Angka)

4. Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2024 sebanyak 400.699 jiwa yang
tersebar di 14 Kecamatan, 142 Desa dan 48 Kelurahan, dengan kepadatan tertinggi
di Kecamatan Tempe sekitar 1.803,9 jiwa/km? dan terendah di Kecamatan Keera
sekitar 58,7 jiwa/km? Kepadatan penduduk keseluruhan di Kabupaten Wajo adalah

sekitar 159,9 jiwa/km?.



Persebaran penduduk tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 1.5
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Wajo Tahun 2024
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Wajo (Kabupaten Wajo Dalam Angka)

Gambar 1.6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024
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Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Wajo (Kabupaten Wajo Dalam Angka)

. KEADAAN EKONOMI

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah pada suatu waktu tertentu dapat
dilihat dari kondisi perekonomiannya. Dalam artian bahwa semakin maju perekonomian

suatu daerah, maka kesejahteraannya akan semakin meningkat juga. Meskipun dalam



kondisi ini masih perlu mendapat kajian yang lebih mendalam lagi. Seperti bagaimana
tingkat pemerataan pendapatan penduduk selama ini terbatas pada struktur perekonomian
suatu daerah dapat diamati dari angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan.

Besaran PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator potensi dan
keunggulan wilayah, namun tidak dapat dipakai langsung sebagai ukuran kesejahteraan
masyarakat.

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah
penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB
sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang
terdapat di daerah tersebut. Besaran PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu
indikator potensi dan keunggulan wilayah, namun tidak dapat dipakai langsung sebagai
ukuran kesejahteraan masyarakat.

Nilai PDRB per kapita Wajo atas dasar harga berlaku tahun 2020 hingga 2024 selalu
menunjukkan kenaikan. Tahun 2020 tercatat sebesar 49,31 juta rupiah meningkat hingga
63,61 juta rupiah pada tahun 2024. PDRB per kapita Kabupaten Wajo atas dasar harga
berlaku tahun 2024 sebesar 63,61 juta rupiah, dapat diartikan bahwa tiap penduduk di
wilayah Wajo ini mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar
63,61 juta rupiah selama tahun 2024. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar
63,43 juta rupiah akibat terjadi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada PDRB atas

dasar harga berlaku.
B. Analisa Situasi Penyakit Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang
signifikan di Sulawesi Selatan. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium tuberculosis ini terutama menyerang paru-paru, meskipun dapat
memengaruhi bagian tubuh lainnya. Di Sulawesi Selatan, seperti di banyak daerah lain
di Indonesia, TBC merupakan salah satu penyakit dengan angka kejadian yang cukup
tinggi, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kondisi sosial

ekonomi yang kurang menguntungkan.

Sulawesi Selatan memiliki prevalensi TBC yang tinggi, sejalan dengan angka
nasional. kota-kota besar seperti Makassar dengan kepadatan penduduk yang tinggi,
menunjukkan angka kejadian TBC yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah
pedesaan. Begitupun yang terjadi di Kabupaten Wajo, kondisi geografis yang bervariasi

membuat sebaran penyakit juga bervariasi. Kejadian penyakit TBC di perkotaan



memang lebih tinggi dibandingkan di daerah terpencil seperti di kecamatan dikarenakan
jumlah penduduk dan akses yang jauh berbeda. Faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap tingginya angka TBC di Sulawesi Selatan termasuk lingkungan hidup yang
padat, sanitasi yang kurang memadai, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang penyakit ini. Beberapa faktor risiko yang mendukung penyebaran

TBC di Sulawesi Selatan meliputi:

1. Kepadatan Penduduk: Daerah dengan populasi padat, seperti kota Makassar,
cenderung memiliki risiko penularan TBC yang lebih tinggi.

2. Akses ke pelayanan kesehatan : Daerah dengan kesulitan akses ke pelayanan
kesehatan seperti di kepuluan dan di pegunungan menjadi tantangan tersendiri.
Masyarakat dengan gejala TBC yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akan
terlambat pada penegakan diagnosa.

3. Kemiskinan: Kondisi sosial ekonomi yang rendah berkaitan dengan akses yang
terbatas terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang kurang, dan kondisi tempat
tinggal yang tidak sehat, yang semuanya berkontribusi pada meningkatnya risiko
TBC.

4. Sanitasi dan Kondisi Lingkungan: Keterbatasan akses terhadap air bersih dan
fasilitas sanitasi yang buruk juga meningkatkan risiko penyebaran TBC.

5. Kepatuhan Pengobatan: Masih banyak pasien yang tidak menyelesaikan
pengobatan TBC secara lengkap, yang dapat menyebabkan resistensi obat dan

meningkatkan risiko penularan.

Penanganan TBC di Kabupaten Wajo dilakukan melalui program DOTS (Directly
Observed Treatment, Short-course) yang merupakan pendekatan standar dalam
pengobatan TBC. Program ini berfokus pada memastikan pasien TBC menyelesaikan
seluruh rangkaian pengobatan selama enam bulan di bawah pengawasan langsung
petugas kesehatan. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan telah
bekerjasama dengan sebagian besar klinik swasta dan Tempat Praktik Mandiri Dokter

(TPMD) untuk memperkuat program pengendalian TBC.

Meskipun telah ada upaya pengendalian, masih terdapat beberapa tantangan

dalam menangani TBC:

1. Stigma Sosial: TBC masih sering dikaitkan dengan stigma, sehingga banyak
penderita enggan untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan, yang
menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan perawatan.

2. Resistensi Obat: Penggunaan obat yang tidak tepat atau ketidakpatuhan dalam
menyelesaikan pengobatan dapat menyebabkan TBC yang resisten terhadap obat
(MDR-TBC), yang lebih sulit dan mahal untuk diobati.

3. Akses Layanan Kesehatan: Di daerah-daerah terpencil atau pedalaman, akses
terhadap layanan kesehatan dan program pengobatan TBC masih terbatas, yang

menghambat upaya penanggulangan secara menyeluruh.

Pemerintah Kebupaten Wajo melalui Dinas Kesehatan, terus meningkatkan upaya
untuk menanggulangi TBC melalui program-program edukasi, peningkatan akses
terhadap layanan kesehatan, dan pemerataan fasilitas pengobatan TBC hingga ke

daerah-daerah terpencil. Beberapa langkah yang diambil termasuk:



1. Edukasi Masyarakat: Kampanye kesadaran masyarakat tentang TBC untuk
mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengobatan
yang tepat.

2. Peningkatan Kapasitas Fasilitas Kesehatan: Penguatan fasilitas kesehatan
dengan pelatihan petugas kesehatan dan penyediaan obat-obatan yang memadai.

3. Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkala untuk
memastikan program pengendalian TBC berjalan dengan efektif dan dapat

mencapai target eliminasi TBC sesuai dengan rencana nasional.

Berbagai upaya yang terus dilakukan, Wajo diharapkan dapat menurunkan angka
kejadian TBC secara signifikan. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah,
masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah, sangat diperlukan untuk mencapai
target eliminasi TBC pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan akses layanan
kesehatan, terutama di daerah terpencil, pengurangan stigma, dan penegakan program

pengobatan yang ketat adalah kunci dalam perang melawan TBC di Kabupaten Wajo.
C. Analisa Program Penanggulangan TBC

1. Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal yang harus dilakukan adalah setiap orang terduga
tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah
kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang
terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan standar yang diberikan dapat diakses di fasilitas pelayanan kesehatan DOTS
baik di puskesmas maupun rumah sakit. Hasil capaian SPM di Kabupaten Wajo dapat

dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Terduga TBC
Tahun 2024
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Pada grafik di atas menunjukkan capaian SPM berdasarkan fasilitas kesehatan
seperti puskesmas, rumah sakit dan klinik pada tahun 2024. Secara keseluruhan,
capaian SPM Kabupaten Wajo telah melampaui target yang diharapkan yakni 117,01%
dari target 100%. Beberapa fasilitas kesehatan yang belum menccapai target yang telah

diberikan akan menjadi bahan evaluasi terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024, maka pencapaian program TBC adalah

sebagai berikut :



2. Penemuan Kasus atau Treatment Coverage (TC)

Gambaran penemuan kasus TBC di Kabupaten Wajo selama tahun 2024 dapat
dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik . Penemuan Kasus TBC di Kabupaten Wajo Tahun 2024
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Pada grafik di atas menunjukkan bahwa capaian penemuan kasus TBC di
Kabupaten Wajo mencapai angka 64,37% atau sekitar 1.182 kasus yang telah
ditemukan tahun 2024. Angka ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan yakni 90%.

Capaian penemuan kasus ini terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun
sebelumnya yakni 69,65% atau sekitar 1.033 kasus. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk meningkatkan capaian penemuan kasus seperti kegiatan Active Case Finding
(ACF) di tiga lokus (Pangkajene, Labakkang dan Segeri) dan skrining pada
penyandang Diabetes Mellitus dengan menggunakan mobile X-Ray bekerja sama
dengan Laboratorium Klinik Parahita Makassar.

3. Keberhasilan Pengobatan atau Treatment Success Rate (TSR)

Pada grafik berikut menunjukkan keberhasilan pengobatan pasien atau
Treatment Success Rate yang diukur secara kohort selama 1 tahun sehingga angka
keberhasilan pengobatan yang ditampilkan adalah pasien yang telah menjalani

pengobatan tahun 2023.

Grafik. Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TBC (Kohor Pasien Tahun 2023)
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Evaluasi pengobatan pasien TBC SO pada tahun 2023 sebanyak 856 kasus dan

hasilnya menunjukkan jumlah pasien yang sembuh dan pengobatan lengkap




sebanyak 784 kasus (91%) dan masih banyak pasien yang LTFU sebanyak 41
kasus (4,7%) sementara target TSR adalah >=90% dan LTFU adalah =<5%.
Sementara pasien yang meninggal juga cukup tinggi yakni 48 kasus (5,6%).

Jika dilihat berdasarkan fasilitas kesehatan maka terdapat 18 fasilitas kesehatan
yang sudah mencapai target. Salah satu aspek yang memegang peran penting
dalam keberhasilan pengobatan yaitu PMO (Pengawas Menelan Obat) karena
selama pengobatan pasien TBC sangat diharapkan adanya pengawasan dan
pendampingan yang dilakukan oleh keluarga pasien untuk memotivasi pasien TBC

sehingga pasien dapat menyelesaikan pengobatannya hingga tuntas



BAB Il
ISU STRATEGI, KEBIJAKAN, INDIKATOR, TUJUAN DAN TARGET
PENANGGULANGAN TBC

3.2. Isu Strategi
Mencermati hasil analisa situasi dan perkembangan kasus TBC di Kabupaten

Wajo yang menunjukkan bahwa kasus TBC masih tinggi, maka diperlukan upaya
yang terencana dan terintegrasi antar lintas sektor serta pemangku kepentingan
agar mampu mencegah penularan TBC, menemukan dan mengobati pasien TBC
hingga tuntas. Untuk melaksanakan upaya ini diperlukan komitmen yang kuat dari
Pemerintah Daerah, keterlibatan penuh dan aktif dari lintas program dan lintas sektor
dan peran serta dari organisasi kemasyarakatan dan masyarakat luas dengan
memperhatikan berbagai tantangan utama yang selama ini dihadapi dalam
penangulangan TBC di Kabupaten Wajo.

Hasil analisis permasalahan dalam upaya penanggulangan TBC di Kabupaten

Wajo dapat digambarkan pada kerangka pikir sebagai berikut:

Insiden Tuberkulosts
PENDERITA C \ TERPAPAR DAN

" Prevalenst Tuberkulosts / WEGHTEE

ISU STRATEGI TUBERKULOSIS

PENEMUAN KASUS

PENGOBATAN PASIEN
TEC

PEMBERIAN TPT

KOLABORASI
PROGRAM TBC

SISTEM SURVEILANS

JEJARING
KOLABORASI PPM

Kerangka masalah diatas menunjukkan bahwa permasalahan
penanggulangan TBC dimulai dari insiden dan prevalensi tuberkulosis, kejadian ini
dimulai dari terpapar dan infeksi TBC sehingga menjadi penderita TBC. Terdapat
beberapa dampak yang disebabkan oleh meningkatnya prevalensi TBC yaitu mulai
dari timbulnya gejala, meninggal, beban biaya katastropik, biaya sistem Kesehatan
dan dampak sosial ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa isu strategi tuberculosis yang
menjadi perhatian dalam penanggulangan TBC yaitu penemuan kasus, pengobatan
pasien TBC, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), kolaborasi program
TBC, sistem surveilans dan jejaring kolaborasi PPM.

Isu strategis merupakan gambaran permasalahan yang harus menjadi prioritas

dalam menyusun rencana aksi serta progam dan kegiatan yang implementatif,



karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang, yang
apabila tidak ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Hasil analisis situasi dan identifikasi permasalahan dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan TBC di Kabupaten Wajo, didapatkan beberapa isu strategi
yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Penemuan kasus TBC
Penemuan kasus TBC di Kabupaten Wajo masih rendah, kasus yang belum
ditemukan akan menjadi potensi untuk menularkan kepada kontak eratnya
sehingga dibutuhkan upaya-upaya secara aktif, massif dan intensif dengan
menggerakkan segala potensi yang ada di masyarakat. Dukungan pemerintah
daerah perlu ditingkatkan, sesuai Perpres No. 67 Tahun 2021 telah
mengamanahkan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk
melaksanakan penanggulangan TBC

2. Pengobatan pasien
Pasien yang terdiagnosis TBC segera diobati agar rantai penularan dapat
diputuskan. Tidak semua pasien yang telah tegak diagnosis TBC lanjut dengan
pengobatan TBC, beberapa diantaranya melakukan pengobatan alternatif
sehingga masih memiliki potensi menularkan kepada orang sekitarnya. Begitu pula
dengan pasien yang telah berobat namun dalam perjalanannya putus pengobatan
dengan berbagai alasan sehingga risiko terjadinya resistensi OAT semakin tinggi.
Saat ini banyak ditemukan pasien TBC resistensi obat akibat dari pengobatan
yang tidak standar dan bahkan beberapa diantaranya adalah pasien TBC RO yang
berusia produktif.

3. Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tuberkulosis adalah dengan
memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT). Pengobatan pencegahan
TBC dengan obat TPT dilaksanakan dengan target pada kontak serumah pasien
TBC, dengan masih rendahnya cakupan TPT yang disebabkan pemahaman
masyarakat akan pentingnya TPT untuk menjamin terlindungnya dari infeksi TBC.

4. Public Private Mix (PPM)
Keterlibatan fasilitas kesehatan swasta dalam hal ini RS, klinik dan TPMD
memberi peran besar dalam pelayanan tuberculosis. Beberapa masyarakat lebih
memilih untuk mengakses layanan swasta karena ingin mendapatkan pelayanan
spesialistik atau pasien tidak ingin diketahui penyakitnya. Fasilitas Kesehatan
swasta yang belum berjejaring dengan puskesmas dan dinas Kesehatan tidak
akan memberikan laporan sehingga notifikasi kasus tidak tercatat.

5. Kolaborasi program TBC
Terbatasnya penemuan tuberkulosis pada ibu dan anak, pasien Diabetes Mellitus,
HIV dan layanan lansia serta tempat kerja sehingga kolaborasi dengan program
lainnya perlu dilakukan. Penemuan kasus TBC tidak hanya dilakukan pada
program TBC saja namun kolaborasi antar program sangat dibutuhkan seperti
TBC HIV, TBC DM, TBC Anak, dan TBC pada kelompok risiko lainnya. Kolaborasi
antar program akan meningkatkan penemuan kasus sedini mungkin dengan
dilaksanakannya skrining dengan pendekatan setiap program yang ada.

6. Sistem surveilans



3.3.

3.4.

Surveilans aktif melalui penemuan kasus dan meningkatkan pelaporan secara real
time untuk mengetahui penemuan kasus yang berada disetiap tingkat layanan
kesehatan. Implementasi mandatory notification untuk fasilitas layanan kesehatan
non DOTS belum maksimal karena tidak memiliki pelaporan melalui SITB
sehingga terjadi missing case.

Kebijakan Penanggulangan TBC

Arah kebijakan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten
Wajo Tahun 2025-2029 disusun Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis. Kebijakan ini berjalan secara sinergis dan komprehensif
bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, meliputi upaya: promotif,
preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial
maupun aspek ekonomi.

Dalam upaya mempercepat eliminasi TBC tahun 2030 dan untuk mengakhiri epidemi
tuberkulosis pada tahun 2050, maka tujuan penanggulangan tuberculosis di Kabupaten
Wajo yaitu: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan TBC agar
tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan. Langkah-langkah yang dibutuhkan
dalam penanggulangan TBC adalah:

1. Memperkuat manajemen program penanggulangan tuberkulosis yang responsif mulai
dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan fasyankes.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan tuberkulosis yang berpusat kepada kebutuhan
masyarakat.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan tuberkulosis.

4. Meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya

penanggulangan tuberkulosis.
Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Indikator Program

Indikator Utama Pembangunan Program TBC dan indicator program penanggulangan

TBC yang akan dicapai selama 5 tahun di Kabupaten Wajo yaitu:

No Indikator Baseline Target
Data 2024

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

a. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

1 | Cakupan penemuan kasus 64% 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
tuberculosis

2 | Angka keberhasilan pengobatan 91% 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
tuberculosis

b. Indikator Program

1 | Enrollment Rate pasien 98% 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
tuberkulosis sensitif obat

2 | Cakupan penemuan kasus 33% 85% | 85% |85% | 85% | 85%
tuberkulosis resistan obat

3 | Persentase pasien tuberkulosis 100% 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
resistan obat yang memulai
pengobatan

4 | Angka keberhasilan pengobatan 61% 80% | 80% | 80% | 80% | 80%

tuberkulosis resistan obat
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Cakupan penemuan 32% 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
tuberkulosis pada anak dan
remaja muda

Persentase pasien tuberkulosis 86% 80% | 85% | 90% | 90% | 90%
yang mengetahui status HIV

Persentase ODHIV baru 78% 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
memulai ART yang diskrining
tuberkulosis

Cakupan Pemberian Terapi 28% 72% | 72% | 80% | 80% | 80%
Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
pada kontak serumah
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3.5. Indikator dan Target Operasional per Strategi

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di tahun 2030:

a. Adanya Rencana Aksi Daerah dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

Kabupaten memiliki RAD - Ada Ada | Ada | Ada | Ada
Penanggulangan TBC

Kabupaten yang memiliki SK Tim - Ada Ada | Ada | Ada | Ada
Percepatan Penanggulangan TBC

2. Peningkatan akses ke layanan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis berkualitas tinggi
dan berpusat pada pasien

Indikator Baseline Target

2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Persentase orang dengan 117% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100%
gejala tuberkulosis yang %
ditatalaksana sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

Persentase pasien TBC SO 98% 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
yang mendapatkan pengobatan
sesuai standar

TBC RO

Persentase pasien TB RO yang 100% |95% |95% |95% |95% | 95%
memulai pengobatan

Persentase pasien TBC-HIV 78% 95% |95% |[95% |95% |95%
yang mendapatkan ARV
selama pengobatan
tuberkulosis

Jumlah pelaksanaan skrining di 0 2kali |2kali | 2kali | 2kali | 2kali




lapas/rutan

Persentase indeks kasus 64% 90% |90% |[90% |90% |90%
terkonfirmasi secara
bakteriologis yang dilakukan
Investigasi Kontak

Persentase indeks kasus 59% 40% |50% |50% |50% |50%
terkonfirmasi secara klinis yang
dilakukan Investigasi Kontak

Proporsi fasyankes pemerintah 100% |62% |64% |66% |68% |70%
(rumah sakit dan klinik) yang
melaporkan notifikasi
tuberkulosis

Proporsi fasyankes swasta 80% 62% |64% |66% |68% |70%
(rumah sakit dan klinik) yang
melaporkan notifikasi
tuberkulosis

Proporsi TPMD yang 10% 22% | 22% | 23% |24% |25%
melaporkan notifikasi
tuberkulosis

3. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan

Persentase faskes yang 100% | 100% | 100 100% | 100 100%
melaporkan kasus tuberkulosis ke % %

sistem informasi tepat waktu dan

lengkap




BAB IV
STRATEGI DAN KEGIATAN UTAMA RAD

4.1. Strategi Utama

4.2.

Upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Wajo diarahkan untuk mempercepat

capaian eliminasi TBC tahun 2030. Pencapaian target eliminasi dilakukan melalui

penerapan strategi nasional eliminasi TBC yang terdiri atas:

1.

Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di tahun 2030.

. Peningkatkan akses ke layanan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis berkualitas

tinggi dan berpusat pada pasien.

. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, penyediaan terapi pencegahan

tuberkulosis dan pengendalian infeksi.

. Pemanfaatan temuan penelitian dan teknologi untuk skrining, diagnosis, dan manajemen

Tuberkulosis.

. Peningkatkan peran komunitas, mitra, dan partisipasi multisektoral dalam upaya

eliminasi tuberkulosis.

. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dikembangkan dari 6 strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di tahun 2030

Intervensi dan kegiatan utama yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:

1.

Mengembangkan, memperkuat dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang

komprehensif di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Intervensi Kunci:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

c. Mengembangkan dan menyebarluaskan rencana aksi Tuberkulosis kepada
stakeholder

d. Dukungan Pendanaan dan Regulasi untuk Penanggulangan TBC

e. Membuat SK TP2TBC di kabkota

f. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

g. Advokasi kebijakan penanggulangan TBC kepada Pimpinan daerah, DPRD, OPD
h. Fasilitasi penyusunan kebijakan penanggulangan TBC

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan

Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

Startegi 2. Peningkatkan akses ke layanan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis

berkualitas tinggi dan berpusat pada pasien

Intervensi dan kegiatan utama yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:

1.

Mengoptimalkan upaya deteksi dini dan pengobatan tuberkulosis sensitif obat

Intervensi kunci:



a.
b.

> a -

w.

X.

Melakukan penemuan kasus secara aktif massif pada populasi berisiko

Melakukan penemuan kasus secara aktif di perkampungan kumuh perkotaan
Melakukan penemuan kasus secara aktif melalui kegiatan medical checkup pada
jemaah haiji sebelum keberangkatan

Penemuan kasus secara aktif di tempat kerja

Meningkatkan sistem transportasi spesimen dan jejaring pemeriksaan laboratorium
TBC

Melakukan penemuan kasus secara intensif dengan layanan DM

Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC

Penyelenggaraan Program Kesehatan Terpadu sebagai upaya preventif
Pengadaan mobil layanan jemput-antar dahak (sputum) untuk pemeriksaan
Peningkatan Akses Diagnosis TBC

Praktik Belajar Lapangan Kampus (Politani, STKIP, STAI DDI dan Akbid Aisyah)

Pengabdian masyarakat melalui program KKN profesi kesehatan

. Upaya massif penemuan kasus bebasis komunitas

Edukasi dan skrining TBC berbasis multisektor

Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin Penderita TBC

Berperan dalam memfasilitasi kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak
terjangkau oleh layanan kesehatan utama

Program Integrasi TBC dengan Program Kesejahteraan Sosial

Pembiayaan Layanan Kesehatan Gratis untuk Pasien TBC

FGD bersama dalam penguatan penanganan kasus TB di Kab/Kota

Penguatan layanan berbasis pasien

Asupan nutrisi pasien TBC

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Penemuan kasus secara aktif di Lapas/Rutan

Melakukan investigasi kontak dari indeks kasus tuberculosis

2. Mengoptimalkan upaya deteksi dini dan pengobatan tuberculosis resisten obat.

Intervensi Kunci:

a.
b.
c.
d.

Pengobatan TBC RO sesuai standar
Manajemen Efek Samping Obat (MESO)
Meningkatkan kualitas layanan TBC RO

Dukungan untuk Kelompok Rentan

3. Menjamin pasien koinfeksi TBC-HIV terdiagnosis dan diobati dengan antiretroviral

Intervensi Kunci:

a.

Meningkatkan cakupan layanan tes HIV di seluruh fasilitas layanan Tuberkulosis

dengan layanan TB-HIV terintegrasi

4. Memperkuat kegiatan DPPM melalui ekspansi layanan DOTS dalam lingkup kegiatan

pemerintah-swasta untuk meningkatkan akses layanan Tuberkulosis yang berkualitas

Intervensi Kunci:

a. Meningkatkan keterlibatan fasyankes pemerintah dan menguatkan mekanisme

jejaring antara seluruh fasilitas pelayanan

b. Meningkatkan keterlibatan fasyankes swasta dan menguatkan mekanisme jejaring

antara seluruh fasilitas pelayanan



c. Meningkatkan keterlibatan TPMD dan menguatkan mekanisme jejaring antara

seluruh fasilitas pelayanan

Strategi 3. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, penyediaan terapi
pencegahan tuberkulosis dan pengendalian infeksi
Intervensi dan kegiatan utama yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:
1. Mengoptimalkan pemberian Terapi Pencegaan Tuberkulosis (TPT)
Intervensi Kunci:
a. Meningkatkan layanan ILTB yang berintegrasi dengan pelacakan kontak
serumah dan memperluas cakupan pada populasi beriko lainnya
b. Meningkatkan promosi pencegahan yang efektif untuk ILTB
2. Melakukan upaya Pencegahan dan Pengendalian infeksi Tuberkulosis (PPI
Tuberkulosis)
Intervensi Kunci:
a. Melakukan penanggulangan TBC di fasilitas umum
b. Menerapkan PPI TBC di fasyankes
3. Melakukan Edukasi program pencegahan dan penanggulangan TBC
Intervensi Kunci:
a. Memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan TBC pada

perempuan, anak dan keluarga

b. Edukasi di tempat umum

c. Memberikan penyuluhan dan edukasi tentang TBC kepada masyarakat
d. Memberikan edukasi tentang program TBC

e. Melakukan edukasi dan pencegahan penularan TBC

f. Melakukan sosialisasi TBC kepada tokoh agama dan pembinaan kader
g. Memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
h. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi

Memberikan edukasi pada kalagan pemuda dan masyarakat

j- Pencegahan Tuberkulosis dengan pendekatan KPP (Komunikasi Perubahan
Perilaku)

k. Peringatan Hari TB Sedunia

Strategi 4. Pemanfaatan temuan penelitian dan teknologi untuk skrining, diagnosis,

dan manajemen Tuberkulosis

Intervensi dan kegiatan utama yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:
1. Mendukung penelitian dan pengembangan inovasi untuk tatalaksana dan
penanggulangan Tuberkulosis
Intervensi Kunci:
a. Dukungan Inovasi Teknologi untuk Penanggulangan TBC
b. Riset Group Kolaborasi

c. Riset dan Inovasi Berbasis Akademik

Strategi 5. Peningkatkan peran komunitas, mitra, dan partisipasi multisektoral dalam

upaya eliminasi tuberkulosis

Intervensi dan kegiatan utama yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:
1. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui intensifikasi komunikasi,

informasi, dan edukasi kepada masyarakat terutama untuk pencegahan Tuberkulosis



Intervensi Kunci:

-~ 0 o o

Q@

h.

Pemberdayaan Komunitas dalam Penanggulangan TBC

Menghubungkan antara berbagai lembaga, seperti organisasi masyarakat sipil,
LSM, dan Sektor swasta untuk berperan dalam penemuan kasus TBC

Penguatan Sistem Manajemen BAZNAS untuk Program TBC

Pemberdayaan Komunitas Lokal dan Mitra Strategis dalam pencegahan

Deteksi dini masyarakat yang rentan terkena TBC

Produksi KIE TBC bermodel kearifan lokal

Pelatihan keterampilan usaha untuk memberdayakan pasien dan penyintas TBC
untuk meningkatkan penghasilan tambahan.

Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Komunitas

Pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi tuberkulosis dan

populasi rentan

Intervensi Kunci:

a.

b
c.
d
e

Kampanye Media Pencegahan Stigma dan Penularan TB dengan kearifan lokal
Melakukan skrining, pendampingan pengobatan dan edukasi masyarakat
Pemberdayaan Pasien, Penyintas, dan Keluarga Pasien TBC

Kampanye Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk Eliminasi TBC

Penguatan Sistem Pendampingan dan Penghapusan Stigma

Strategi 6. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan

Intervensi dan kegiatan utama yang dilakukan dalam strategi ini meliputi:

1.

Penguatan surveilans tuberkulosis melalui pemanfaatan strategi informasi dan

komunikasi

Intervensi kunci:

a. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan TBC

Manajemen logistik terpadu

Intervensi kunci:

a. Merencanakan kebutuhan logistik secara terpadu di semua tingkatan secara

berjenjang dengan pendekatan



4.3. Indikator Penanggulangan TBC

No.

Program Kerja

Kegiatan

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Indikator

Target per Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di
tahun 2030

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)

1. Pelaksanaan
rapat koordinasi
penyusunan
RAD TBC

2. Pelaksanaan

Rapat Koordinasi

Pengintegrasian
Penanggulangan
TB ke dalam
Dokumen
Perencanaan
Daerah dan
Dokumen
Perencanaan
OPD

Bappelitbangda

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan

Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Penanggulangan
TB di Daerah
Lokus Tertinggi
Penderita TB

Bappelitbangda

Adanya RAD
Penanggulang
an TBC




Perangkat
Daerah Bidang

Pemerintahan
Mengembangkan | Membuat surat Bappelitbangda
dan edaran tentang dan Dinkes
menyebarluaskan | Rencana Aksi
rencana aksi Daerah Kabupaten
Tuberkulosis sebagai acuan
kepada Kecamatan,
stakeholder Kelurahan dan
Desa
Penyusunan Mengintegrasikan | Perkimtan
dokumen upaya pencegahan
perencanaan TBC ke dalam
RKA, DPA dan
KAK
Breakdown Melakukan Perkimtan
Advokasi Perda advokasi tingkat
dan Perbub TB kabkota
serta RAD tingkat
Kab/Kota
Dukungan 1. Berkolaborasi Baznas

Pendanaan dan
Regulasi untuk
Penanggulangan
TBC

dengan
pemerintah daerah
dalam penyusunan
regulasi
penanggulangan
TBC

2. Mengalokasikan

dana zakat, infak,




dan sedekah (ZIS)
untuk mendukung
penyusunan RAD
penanggulangan
TBC di 24
kabupaten/kota

3. Memberikan
bantuan teknis
atau beasiswa
bagi petugas yang

bertugas di

program

pencegahan TBC.
Pembuatan SK Membuat surat Bappelitbangda
TP2TBC di edaran tentang dan Dinkes
kabupaten Wajo pembentukan Tim

Percepatan

Penanggulangan

TBC di kabkota
Fasilitasi Melaksanakan Biro Hukum
Penyusunan penyusunan
Produk Hukum produk hukum
Pengaturan pengaturan
Advokasi 1. Mengadakan
kebijakan audiensi dengan
penanggulangan pimpinan daerah
TBC kepada dan DPRD
Pimpinan daerah, 2. Menyusun policy
DPRD, OPD brief terkait




kebijakan TBC

Fasilitas
penyusunan
kebijakan
penanggulangan
TBC

1. Mendukung
penyusunan
regulasi daerah
terkait TBC.

2. Menyediakan
data dan
rekomendasi
berbasis bukti.

Perumusan
Kebijakan Teknis
Dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional Dan
Penanganan
Konflik Sosial

Merumuskan
kebijakan teknis
dan pelaksanaan
pemantapan
kewaspadaan
nasional dan
penanganan
konflik sosial dari
adanya masalah
dan stigma TBC

Kesbangpol

2. Peningkatan akses ke layanan diagnosis

dan pengobatan tu

berkulosis berkualitas tinggi dan b

erpusat pada pasien

Mengoptimalkan | Melakukan 1. Membuat Surat Dinkes Persentase 100 | 100 [100 | 100 |100
upaya deteksi penemuan kasus | Edaran untuk Fasyankes orang dengan % % % % %
dini dan secara aktif meningkatkan gejala

pengobatan massif pada penemuan terduga tuberkulosis

tuberkulosis populasi berisiko | dan kasus TBC yang

2. Melakukan
skrining TBC aktif
pada kelompok
berisiko yang
terintegrasi

ditatalaksana
sesuai Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)




dengan lintas
sector dan lintas
program pada 24
kabkota dengan
penggunaan
portable xray

3. Melakukan active
case finding

4. Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
skrining

Melakukan
penemuan kasus
secara aktif di
perkampungan
kumuh perkotaan

1. Penyusunan
Rencana Kegiatan
Skrining TBC pada
perkampungan
kumuh perkotaan
dengan melibatkan
Tim TP2TBC

2. Pelaksanaan

skrining TBC di

perkampungan

kumuh perkotaan

3. Monitoring dan
evaluasi skrining
tuberculosis di
perkampungan
kumuh perkotaan

Dinkes
Yamali
Fasyankes

Melakukan
penemuan kasus
secara aktif
melalui kegiatan

1. Koordinasi
dengan
Kementerian
Agama untuk

Dinkes
Kemenag




medical checkup
pada jemaah haji
sebelum
keberangkatan

pelaksanaan
skrining TBC pada
Jemaah haji dan
umroh

2. Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan

skrining TBC
Penemuan kasus [1. Koordinasi Dinkes
secara aktif di dengan Disnaker Disnaker
tempat kerja dan komunitas Yamali

untuk melakukan

skrining

tuberkulosis di

tempat kerja

2. Pelaksanaan

skrining TBC bagi

pekerja dengan

menggunakan

portable xray
Meningkatkan Melakukan Dinkes
sistem pertemuan Laboratorium
transportasi monitoring dan
spesimen evaluasi
dan jejaring pelaksanaan
pemeriksaan sistem transportasi
laboratorium TBC | spesimen

tuberkulosis
Melakukan 1. Pertemuan Dinkes

penemuan kasus
secara intensif

koordinasi dalam

mengintegrasikan




dengan layanan
DM

skrining
tuberkulosis pada
layanan DM

2. Implementasi
integrasi skrining
tuberkulosis pada
layanan DM

3. Monitoring dan
evaluasi
implementasi
integrasi skrining
tuberculosis pada
layanan DM

Mengurangi
stigma dan
diskriminasi
terhadap
penderita TBC

1. Penguatan Peran
UKS (Unit
Kesehatan
Sekolah)

2. Kampanye anti-

stigma dan

memberikan
informasi yang
benar tentang
penyakit ini

3. Integrasi

Kurikulum tentang

TBC

Disdik




Penyelenggaraan
Program
Kesehatan
Terpadu sebagai
upaya preventif

Pelatihan dan
pendampingan
terhadap satuan
pendidikan

Disdik

Peningkatan
Akses Diagnosis

Membuka layanan
deteksi dini TBC

TBC berbasis

masyarakat
Upaya massif Investigasi kontak | Yamali
penemuan kasus
bebasis
komunitas
Edukasi dan 1. Pemetaan sektor, | Yamali
skrining TBC perencanaan,
berbasis pelaksanaan dan
multisektor monev terpadu

2. Melakukan

sikrining pada

Maba dan Civitas

akademika

3. Melakukan
skrining pada
siswa, guru dan
pegawai

4. Melakukan
skrining dibawah
naungan kemenag
seperti calon
jamaah haji dan

umroh, dan calon




pengantin di KUA
5. Melakukan
skrining disektor
ketegakerjaan
yaitu skrining
pekerja di
perusahaan dan
instansi pemberi

kerja.
Pemberian Memberikan Dinsos Persentase 100 | 100 [100 | 100 |100
Bantuan Sosial bantuan sosial pasien TBC SO | % % % % %
bagi Masyarakat | berupa bantuan yang
Miskin Penderita | tunai atau mendapatkan
TBC sembako kepada pengobatan
keluarga yang sesuai standar
terdampak TBC
Berperan dalam Memfasilitasi Dinsos
memfasilitasi masyarakat Miskin
kesehatan bagi dan terpinggirkan
masyarakat yang tidak memiliki
miskin yang tidak | asuransi
terjangkau oleh kesehatan
layanan
kesehatan utama
Program Integrasi | Mengintegrasikan | Dinsos

TBC dengan
Program
Kesejahteraan
Sosial

program TBC
dengan program
kesejahteraan
sosial yang sudah
ada, seperti

Program Keluarga




Harapan (PKH)
dan bantuan sosial
lainnya pada
masyarakat miskin
yang sementara
pengobatan TBC

Pembiayaan
Layanan
Kesehatan Gratis
untuk Pasien TBC

1. Menyediakan
pembiayaan
transportasi bagi
pasien TBC ke
fasilitas pelayanan
kesehatan.

2. Mendirikan klinik

zakat yang

mendukung
layanan diagnosis
dan pengobatan

TBC berkualitas

tinggi.

3. Melibatkan sektor

swasta dalam

menyediakan
fasilitas diagnosis

TBC di daerah

terpencil.

Baznas

FGD bersama
dalam penguatan
penanganan
kasus TB di
Kab/Kota

Melakukan FGD
bersama pasien
TBC, penyintas,
dan keluarga
pasien dalam
penguatan

penanganan kasus




TBC

Penguatan
layanan berbasis
pasien

1. Meningkatkan
layanan berbasis
digital untuk
pengawasan
pengobatan
(DOTS elektronik).

2. Membentuk pusat
layanan TBC yang
ramah pasien.

Asupan nutrisi
pasien TBC

1. Pemetaan dan
assesment pasien
TBC memerlukan
bantuan asupan
nutrisi

2. Penganggaran
maupun
penggalangan
donasi untuk
pengadaan bahan
nutrisi

3. Penyaluran

Yamali

Pemugaran
kawasan
permukiman

Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan
Luas 10
(Sepuluh) Ha
sampai dengan di
Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

Melaksanakan
rehabilitasi rumah
tidak layak huni
termasuk bagi
rumah penderita
TBC dan keluarga
beresiko TBC
(kepemilikan
rumah harus oleh

penderita atau

Perkimtam




keluarga penderita
TBC)

Pengobatan TBC
RO sesuai
standar

1. Pemberian
enabler pada
pasien TBC RO

2. Implementasi

MICA dan MICO

untuk pencatatan

tuberkulosis
resistan obat (RO)

3. Skrining

kesehatan jiwa

pasien TBC RO
selama
pengobatan

Dinkes
Yamali

Persentase
pasien TB RO
yang memulai
pengobatan

95%

95%

95%

95%

95%

Meningkatkan
kualitas layanan
TBC RO

1.Mentoring layanan
TBC RO di RS
PMDT

2. Audit klinis pasien

TBC RO

Dinkes

Dukungan untuk
Kelompok Rentan

1. Memberikan
layanan khusus
bagi kelompok
rentan (anak-anak,
lansia, dan pasien

2. Menyediakan
mekanisme
rujukan cepat
untuk pasien
rentan.

TBC resisten obat).

Mitra Husada

Meningkatkan

1. Penguatan

Dinkes

Persentase

95%

95%

95%

95%

95%




cakupan layanan
tes HIV di seluruh
fasilitas layanan
Tuberkulosis
dengan layanan
TB-HIV
terintegrasi

jejaring
pengobatan TB-
HIV dengan
konsep One Stop
Service

2. Mentoring dan
bimtek program
dan klinis TB-HIV
di layanan TB-HIV
3. Validasi data

pasien TBC-
HIV yang
mendapatkan
ARV selama
pengobatan
tuberkulosis

TBC HIV
Penemuan kasus [1. Koordinasi Kemenkumham | Jumlah 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali
secara aktif di dengan pelaksanaan
Lapas/Rutan Kemenkumham skrining di
2. Pelaksanaan lapas/rutan
skrining TBC bagi
WPS dengan
menggunakan
portable xray
3. Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
skrining
Melakukan 1. Rapat koordinasi | Dinkes dan Persentase 90% | 90% | 90% |90% | 90%
investigasi kontak | dengan wasor TBC | Komunitas indeks kasus
dari indeks kasus | dan komunitas Yamali terkonfirmasi
tuberculosis untuk menetapkan secara

target dan strateqi

2. Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan IK

bakteriologis
yang dilakukan
Investigasi
Kontak




Melakukan 1. Rapat koordinasi | Dinkes Persentase 40% | 50% | 50% | 50% | 50%
investigasi kontak | dengan wasor TBC indeks kasus
dari indeks kasus | dan petugas TBC terkonfirmasi
tuberculosis di faskes untuk secara klinis
menetapkan yang dilakukan
target dan strateqi Investigasi
2. Monitoring dan Kontak
evaluasi
pelaksanaan IK
Memperkuat Meningkatkan 1. Melakukan on job | Dinkes Proporsi 62% | 64% |66% |68% |70%
kegiatan DPPM keterlibatan training untuk RS dan Kilinik fasyankes
melalui ekspansi | fasyankes meningkatkan pemerintah
layanan DOTS pemerintah dan keterlibatan dan (rumah sakit
dalam lingkup menguatkan kotribusi dan klinik) yang
kegiatan mekanisme fasyankes melaporkan
pemerintah- jejaring antara pemerintah dalam notifikasi
swasta untuk seluruh program dan tuberkulosis
meningkatkan fasilitas jejaring layanan
akses layanan pelayanan tuberkulosis
Tuberkulosis 2. Melakukan
yang berkualitas bantuan teknis,
supervisi,
monitoring dan
evaluasi untuk
layanan
Kesehatan
3. Mopping up
pasien TBC
melalui SIMRS
Meningkatkan 1. Melakukan on job | Dinkes Proporsi 62% | 64% |66% |68% |70%
keterlibatan training untuk RS dan Kilinik fasyankes

fasyankes swasta

meningkatkan

swasta (rumah




dan menguatkan
mekanisme
jejaring antara
seluruh

fasilitas
pelayanan

keterlibatan dan
kotribusi
fasyankes swasta
dalam program
dan jejaring
layanan TBC

2. Melakukan
bantuan teknis,
supervisi,
monitoring dan
evaluasi untuk
layanan kesehatan

sakit dan klinik)
yang
melaporkan
notifikasi
tuberkulosis

3. Mopping up
pasien TBC
melalui SIMRS
Meningkatkan 1. Mengembangkan | Dinkes Proporsi TPMD | 22% | 22% | 23% | 24% | 25%
keterlibatan jejaring layanan IDI yang
TPMD dan TBC dengan melaporkan
menguatkan adanya MoU notifikasi
mekanisme 2. Melakukan on job tuberkulosis
jejaring antara training
seluruh fasilitas 3. Validasi data
pelayanan pasien TBC
melalui pcare dari
BPJS
3. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, penyediaan terapi pencegahan tuberkulosis dan pengendalian infeksi
Mengoptimalkan | Meningkatkan 1. Pelaksanaan Dinkes Cakupan 72% | 80% | 80% | 80% | 80%
pemberian Terapi | layanan ILTB Investigasi Kontak | Faskes pemberian TPT




Pencegahan
Tuberkulosis
(TPT)

yang berintegrasi
dengan
pelacakan kontak
serumah dan
memperluas
cakupan

pada populasi
beriko lainnya

(IK) terintegrasi
dengan
penanganan ILTB
2. Memperluas
cakupan layanan
ILTB di populasi
rumah tahanan
dan pekerja
kesehatan

Kemenkumham

Mengoptimalkan | Meningkatkan 1. Menyediakan Dinkes

pemberian Terapi | promosi materi KIE tentang

Pencegahan pencegahan yang | ILTB dan TPT

Tuberkulosis efektif untuk ILTB [2. Sosialisasi ILTB

(TPT) dan TPT kepada
masyarakat

Melakukan Melakukan 1. Penerapan Dishub

upaya penanggulangan | protokol kesehatan

Pencegahan dan
Pengendalian
infeksi
Tuberkulosis
(PPI'TBC)

TBC di fasilitas
umum

di transportasi
umum

2. Mendorong
pemeriksaan
kesehatan bagi
pengemudi dan
staf transportasi

3. Meningkatkan
kewaspadaan di
kawasan padat
(terminal)

4. Menerapkan
kewajiban
penggunaan

masker bagi

pada kontak
serumah




penumpang dan
pengemudi yang
kurang sehat

5. Melakukan

pengecekan
kebersihan dan
sanitasi kendaraan
secara rutin,
terutama di
tempat-tempat
yang sering
bersentuhan
langsung dengan
penumpang
(pegangan tangan,
kursi dan jendela)

Melakukan Menerapkan PPl | Workshop PPI Dinkes

upaya TBC di fasyankes | tuberkulosis di

Pencegahan dan fasilitas layanan

Pengendalian Kesehatan

infeksi

Tuberkulosis

(PPI'TBC)

Edukasi program | Memberikan 1. Peningkatan DP3A DALDUK

pencegahan dan
penanggulangan
TBC

edukasi tentang
pencegahan dan
penanggulanganT
BC pada
perempuan, anak
dan keluarga

Kompetensi tim
pendamping
keluarga tentang
pencegahan dan
penanggulangan
TBC

2. penyediaan

informasi berupa




leaflet tentang
pencegahan dan
penanggulangan
TBC bagi anak
pada peringatan
hari anak dan hari
Ibu

3. Kampanye
pencegahan dan
penanggulangan
TBC oleh Pusat
Pembelajaran
Keluarga
(Puspaga)

Edukasi program
pencegahan dan
penanggulangan
TBC

Edukasi di tempat
umum

1. Pemasangan
poster/spanduk di
lokasi transportasi
publik dan
pemasangan stiker
di kendaraan
umum.

2. Pemberian

edukasi terkait

tanda dan gejala

TBC, pencegahan,

dan pengobatan

bagi para
pengemudi
transportasi dan
masyarakat

Dishub

Edukasi program
pencegahan dan

Memberikan
penyuluhan dan

Menyiapkan bahan
dan memberikan

Dinsos




penanggulangan | edukasi tentang penyuluhan
TBC TBC kepada tentang TBC
masyarakat kepada

masyarakat miskin

dan terpinggirkan
Edukasi program | Memberikan Penyuluhan Disdik
pencegahan dan | edukasi tentang mengenai TBC
penanggulangan | program TBC kepada siswa, guru
TBC dan orang tua

siswa
Edukasi program | Melakukan 1. Mengadakan Baznas
pencegahan dan | edukasi dan pelatihan kader
penanggulangan | pencegahan masyarakat terkait

TBC

penularan TBC

pencegahan dan
pengendalian TBC
berbasis dana
zakat

2. Melakukan
kampanye edukasi
kesehatan melalui
media sosial dan
penyuluhan
langsung di desa-
desa

3. Membagikan
masker,desinfektan
dan vitamin
kepada
masyarakat
berisiko tinggi di

wilayah padat




penduduk

Edukasi program | Melakukan 1. Memberikan Kemenag
pencegahan dan | sosialisasi TBC edukasi bagi
penanggulangan | kepada tokoh penyuluh dan
TBC agama dan madrasah.
pembinaan kader 2. Menggandeng
para KUA,
Penghulu, dan
guru agama dan
tenaga haji dalam
melakukan edukasi
pencegahan TBC
3.Melakukan
pembinaan khusus
seperti kader
kesehatan TBC di
madrasah
Pengawasan Memberikan Pembinaan Disnaker
ketenagakerjaan | pelayanan terhadap
keselamatan dan | perusahaan dalam
kesehatan kerja hal ini fasilitas K3
di perusahaan Perusahaan
Program Pengelolaan Kampanye/ Diskominfo
pengelolaan informasi dan penyebaran
informasi dan komunikasi publik | informasi terkait
komunikasi pemerintah dengan
publik daerah provinsi penanggulangan
TBC
Peringatan Hari Ketuk pintu TBC ke | Dompet Dhuafa

TB Sedunia

rumah warga dan
melakukan




penyuluhan TBC

4. Pemanfaatan temuan penelitian dan teknologi untuk skrining, diagnosis, dan manajemen Tuberkulosis

Penelitian dan Dukungan Inovasi 1. Membantu Baznas Jumlah riset 1 1
pengembangan | Teknologi untuk pendanaan operasional
inovasi untuk Penanggulangan | penelitian berbasis tuberkulosis
tatalaksana dan | TBC zakat untuk
penanggulangan pengembangan
Tuberkulosis teknologi skrining
dan diagnosis
TBC.

2. Memfasilitasi
pengadaan alat
diagnosis TBC
canggih di fasilitas
kesehatan
berbasis zakat.
3.Menyelenggaraka
n seminar untuk
memperkenalkan
hasil penelitian dan
inovasi
penanganan TBC.

5. Peningkatan komunitas, mitra, dan partisipasi multisektoral dalam upaya eliminasi tuberkulosis

Peningkatan Pemberdayaan 1. Memberikan Baznas Jumlah 10 10
peran komunitas | Komunitas dalam | pelatihan kabupaten/kota

dalam Penanggulangan | keterampilan yang memiliki
penanggulangan | TBC kepada pasien kemitraan

TBC yang sembuh dengan




TBC

untuk
meningkatkan
kemandirian
ekonomi.

2. Melibatkan
organisasi
masyarakat dalam
program
penyuluhan dan
advokasi
pencegahan TBC.

3. Mengadakan
kegiatan bakti
sosial bersama
komunitas untuk
mengurangi stigma

LSM/CSO
peduli
tuberkulosis

terkait TBC
Koordinasi antar | Menghubungkan [1. Melakukan Dinsos Persentase 100 | 100 |100 | 100 | 100
lembaga dan antara berbagai koordinasi kontribusi % % % % %
kemitraan lembaga, seperti | berbagai lembaga rujukan
organisasi 2. Membuat rencana komunitas
masyarakat sipil, | intervensi untuk pada
LSM, dan Sektor | penemuan kasus penemuan
swasta untuk TBC pasien
berperan dalam 3. Pemberdayaan tuberkulosis
penemuan kasus | masyarakat untuk berdasarkan
TBC mendeteksi dini target
kasus TBC khusus komunitas
daerah terpencil
Koordinasi antar | Penguatan 1. Mengembangkan | Baznas




lembaga dan Sistem sistem monitoring
kemitraan Manajemen dan evaluasi untuk
BAZNAS untuk program
Program TBC pencegahan dan
pengobatan TBC
yang didanai oleh
zakat.

2. Melakukan
pelatihan
manajemen
program bagi staf
BAZNAS yang
menangani
program
kesehatan.

3. Menjalin
kerjasama dengan
lembaga lain untuk
mendukung
penguatan sistem
kesehatan
nasional.

Koordinasi antar | Pemberdayaan 1. Melibatkan kader | Mitra Husada

lembaga dan
kemitraan

Komunitas Lokal

kesehatan dalam
mendukung pasien
menyelesaikan
pengobatan.

2. Melakukan
edukasi komunitas
tentang hak atas
layanan
kesehatan.




Peningkatan
kualitas kader

Penguatan peran
komunitas dalam
pencegahan

1. Membentuk dan
melatih kader TBC
tentang promosi
pencegahan TBC.
2. Mengaktifkan
posyandu untuk
penyuluhan TBC

PPITBC

Monitoring dan
Evaluasi

1. Membuat sistem
pelaporan kasus
yang fokus pada
pencegahan TBC.
2. Melakukan survei
rutin tentang
efektivitas
pencegahan dan
pengendalian
infeksi

Program
pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan,
lembaga adat
dan masyarakat
hukum adat

Fasilitasi
penyelenggaraan
ketentraman,
ketertiban dan
perlindungan
masyarakat desa

1. Bimtek
peningkatan
kapasitas kader
kesehatan pada
Posyandu

2. Bimtek
peningkatan
kapasitas kader
Pembangunan
Manusia

PMD

Pemberdayaan
komunitas untuk
deteksi dini TBC

Deteksi dini
masyarakat yang
rentan terkena

Pemberdayaan
masyarakat untuk
mendeteksi dini

Dinsos




TBC

kasus TBC khusus
daerah terpencil

Edukasi TBC

Produksi KIE TBC
bermodel kearifan
lokal

1. Tim kerja
Perencanaan dan
Pelaksanaan

. Distribusi KIE

3. Sosialisasi

pengunaan KIE

kepada petugas

Yamali

4. Monev
6. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan
Surveilans aktif Penguatan sistem [1. Refreshing SITB | Dinkes Persentase 100 | 100 [100 | 100 |100
pelaporan SITB | pencatatan dan kepada petugas Faskes faskes yang % % % % %
pelaporan TBC kesehatan melaporkan
2. Validasi data rutin kasus
3. Mopping up tuberkulosis ke
kasus TBC di sistem
faskes informasi tepat
waktu dan
lengkap
Manajemen Merencanakan 1. Perencanaan Dinkes Persentase 100 | 100 [100 | 100 |100
logistik terpadu kebutuhan logistik | kebutuhan logistik kabupaten/kota | % % % % %
dengan melibatkan tidak
secara terpadu di | semua dinas mengalami
semua tingkatan kesehatan kabkota stock out OAT

secara berjenjang
dengan
pendekatan

2. Monitoring data
logistik secara
berkala di tingkat

provinsi dan




kabkota




BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

5.1. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan yang tercantum dalam RAD berasal dari
berbagai sumber pembiayaan. Pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai
dengan desa, bersama dengan pihak swasta/masyarakat dan lembaga donor menyediakan
alokasi pembiayaan untuk pembangunan sistem terpadu dalam menunjang tercapainya
program penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Wajo pada kurun rencana strategis
pembiayaan tahun 2025 — 2029.

Anggaran pemerintah diutamakan untuk pelayanan, infrastruktur, sistem surveilans,
dan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis. Anggaran swasta dan donor
diutamakan untuk memberikan dukungan inovasi, dan bantuan teknis lainnya yang
melibatkan kemitraan. Untuk itu dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab antara
kementerian pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam upaya
pengendalian tuberkulosis di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta
Undang undang No 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, Peraturan Menteri Kesehatan
No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis direpresentasikan dalam tabel
berikut:

Tabel....Sumber Pembiayaan dan Kewenangan dalam Pembiayaan
Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025- 2029
Sumber Pembiayaan Kewenangan

APBN a. Menetapkan kebijakan dan strategi program penanggulangan
TBC (NSPK).

b. Melakukan koordinasi lintas program/lintas sektor dan
kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TBC dengan
instansi terkait di tingkat nasional.

c. Memenuhi kebutuhan Obat Anti TBC (OAT) lini 1 dan lini 2
(TB-RO).

d. Memenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan, reagensia dan
penunjang laboratorium lain untuk penegakan diagnosis TBC
sebagai penyangga kegiatan atau buffer.

e. Pemantapan mutu obat dan laboratorium TBC.

Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis Kkegiatan




penanggulangan TBC.

Pendanaan kegiatan operasional penanggulangan TBC yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi. h. Pendanaan
kegiatan peningkatan SDM penanggulangan TBC terkait

dengan tugas pokok dan fungsi.

APBD Provinsi

Melaksanakan ketetapan kebijakan dan strategi program
penanggulangan tuberkulosis (NSPK).

Menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan, reagensia
dan penunjang laboratorium lain untuk penegakan diagnosis
tuberkulosis sebagai penyangga kegiatan atau buffer.
Melakukan koordinasi lintas program/lintas sektor dan
kemitraan untuk kegiatan penanggulangan tuberkulosis
dengan institusi terkait ditingkat provinsi.

Mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan
tenaga kesehatan penanggulangan tuberkulosis.

Pemantauan dan pemantapan mutu atau quality assurance
untuk pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis
tuberkulosis.

Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis kegiatan
Penanggulangan tuberkulosis, pemantapan surveilans
epidemiologi tuberkulosis ditingkat kabupaten/kota.
Pendanaan kegiatan operasional penanggulangan
tuberkulosis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
Pendanaan kegiatan peningkatan SDM penanggulangan

tuberculosis terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

APBD Kab/Kota

a.

@

Melaksanakan ketetapan kebijakan dan strategi program
penanggulangan TBC (NSPK).

Menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan
pendukung diagnosis.

Menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional
program Penanggulangan TBC.

Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta
jejaring kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TBC
dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten.

Menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan




SDM penanggulangan TBC di wilayahnya.
f. Menyediakan bahan untuk promosi TBC.

APBDesa a. Menyelenggarakan kampanye dan promosi perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, dan pencegahan
penanggulangan penyakit dan penyakit menular seperti
HIV/AIDS dan atau tuberkulosis.

b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan tingkat desa
yang bisa dipergunakan sebagai tempat preventif, promotif
dan penjaringan awal terduga tuberkulosis, seperti Balai

Pengobatan; Posyandu; Poskesdes/Polindes.

Jaminan Kesehatan |a. Pelayanan Diagnostik tingkat lanjut dan rujukan

Nasional sekunder/tersier.

b. Pelayanan Rawat inap lanjutan/Penanganan TBC tingkat
lanjut dan rujukan sekunder (tuberkulosis resisten obat,
tuberkulosis sensitive obat).

Pihak Swasta dan a. Pengembangan inovasi intervensi-intervensi baru

Lembaga Donor penanggulangan tuberkulosis.

b. Bantuan teknis dan bantuan peningkatan kapasitas.
c. Dukungan pendananaan selain progam vyang telah

dianggarkan oleh pemerintah.

5.2. Rincian Penganggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari 6 strategi
percepatan eliminasi TBC dihitung berdasarkan perkiraan unit biaya setiap intervensi yang
direncanakan. Perkiraan anggaran dialokasikan berdasarkan strategi pencegahan dan

pengendalian penyakit tuberculosis sebagai berikut:




Strategi Rencana Anggaran

2025 2026 2027 2028 2029

Strategi 1. Penguatan komitmen
dan kepemimpinan pemerintah
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
untuk mendukung percepatan
eliminasi tuberkulosis di tahun 2030

Strategi 2. Peningkatkan akses ke
layanan diagnosis dan pengobatan
tuberkulosis berkualitas tinggi dan
berpusat pada pasien

Strategi 3. Optimalisasi upaya
promosi dan pencegahan,
penyediaan terapi pencegahan
tuberkulosis dan pengendalian
infeksi

Strategi 4. Pemanfaatan temuan
penelitian dan teknologi untuk
skrining, diagnosis, dan manajemen
Tuberkulosis

Strategi 5. Peningkatan komunitas,
mitra, dan partisipasi multisektoral
dalam upaya eliminasi tuberkulosis

Strategi 6. Penguatan manajemen
program melalui penguatan sistem
kesehatan

Rencana anggaran yang dialokasikan selama 5 tahun untuk setiap strategi akan
menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program kegiatan yang

berkesinambungan untuk mencapai eliminasi 2030 di Sulawesi Selatan.




BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring atau pemantauan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai
keberhasilan pelaksanaan program tuberkulosis. Dalam rangka menjamin keberhasilan
implementasi RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, maka perlu
dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin berkala. Proses monitoring dan
evaluasi dilakukan dengan tujuan:

a. Memastikan bahwa program pengendalian TB berjalan sesuai dengan rencana dan

target yang telah ditetapkan.

b. Mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam implementasi, serta merumuskan

solusi untuk memperbaikinya.
Menilai dampak program dalam menurunkan angka penularan dan prevalensi TBC.
Memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan untuk memperbaiki dan

menyempurnakan program yang sedang berjalan.

Monitoring dapat dilakukan dengan membaca dan menilai laporan rutin maupun
laporan tidak rutin, serta kunjungan lapangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
merupakan tanggung jawab masing-masing tingkat pelaksana program, mulai dari fasilitas
kesehatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Oleh karena itu, keterlibatan para
pemangku kepentingan yang terkait dalam monitoring tahunan ini perlu diperluas, tidak

hanya melibatkan para pengelola program TBC.

Prinsip pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas RAD Penanggulangan TBC

Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Jelas dan Transparan
Harus ada kejelasan tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemantauan dan
evaluasi, dan hasil pemantauan serta evaluasi ini kemudian bisa diketahui oleh banyak
orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

2. Objektif dan Profesional
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara profesional, oleh
petugas yang memahami konsep, teori dan proses, serta berpengalaman dalam
melakukan pemantauan dan evaluasi, dengan berdasarkan analisis data yang lengkap
dan akurat, agar menghasilkan penilaian yang objektif dan benar.

3. Partisipatif
Semua pelaku program, yaitu: para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya,
harus bebas untuk berpartisipasi dan bebas proaktif melaporkan berbagai masalah

yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.



4. Akuntabel
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara
internal maupun eksternal, kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait
lainnya dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Kebumen.

5. Terintegrasi dan Berkesinambungan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan harus menjadi satu kesatuan yang
utuh dan saling melengkapi, pelaksanaannya berkala berkesinambungan, sesuai jadwal
yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang
sedang terjadi.

6. Berbasis Indikator Kinerja
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator
kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program

7. Berorientasi Solusi
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pembahasan hasil-hasilnya diorientasikan
untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi, sehingga dapat dimanfaatkan

sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja.

Monitoring dan evaluasi yang efektif dalam Rencana Aksi Daerah sangat penting
dalam memastikan bahwa rencana aksi pengendalian TBC berjalan dengan baik. Dengan
melakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur, daerah dapat memperbaiki
implementasi program, meningkatkan kapasitas, dan memastikan bahwa kasus TBC dapat
ditekan atau dihilangkan secara bertahap. Berbagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan monitoring dan evaluasi. Sumber data dapat berasal dari surveilans rutin
tuberkulois (SITB) dalam program penanggulangan tuberkulosis, temuan dari berbagai hasil

studi oleh kelompok riset operasional dan kelompok-kelompok riset lainnya termasuk LSM.



BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC (RAD TBC) ini merupakan salah satu
upaya Pemerintah Kabupaten Wajo untuk memastikan bahwa multisektor dan seluruh pihak,
baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan Tuberkulosis TBC di Kabupaten Wajo. Selain itu, RAD Penanggulangan
TBC merupakan dokumen dinamis yang mendukung implementasi serta penganggaran dan
pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh stakeholder yang terlibat, dapat
menggunakan dokumen RAD ini, menjadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran

dalam rangka mencapai Eliminasi TBC tahun 2030 khususnya di Kabupaten Wajo.



	A. KEADAAN PENDUDUK
	1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
	2. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur
	3. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin
	4. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

	B. KEADAAN EKONOMI

